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PUTUSAN
Nomor 3399/Pdt.G/2023/PA.BL
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Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan
perkara cerai gugat secara elektronile

st pendidikan

a Islam, pekerjaan
@pat kediaman di
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----- 3 P gfgugat;
XXXXXXXXX, umur 25 tahun, 8 wasta, pendidikan SLTA,
tempat kedia XXXXXxxx Kota Blitar, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan telah memeriksa
bukti-bukti di persidangan;
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Desember
2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor
3399/Pdt.G/2023/PA.BL, mengajukan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 29 November 2020, Penggugat dengan Tergugat
telah melangsungkan perkawinan dihadapan pegawai pencatat nikah
sebagaimana Kutipan Akta Nikah xxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kademangan Kabupaten Blitar;

pgan Tergugat kumpul bersama

2. Bahwa setelah akad -"--":"';é"f-

dengan Tergugat
pada umumnya,
permasalahan

arfiberikan nafkah

Tergugat, akan @e{apkgle u i raral U Kepada Penggugat

sehingga menimb gitengkaran dalary igtda, sehingga antara

T_. » Y/

Penggugat dengan
suami istri;

5. Bahwa demi mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat, orangtua Penggugat telah berusaha menyelesaikan
permasalahan secara kekeluargaan Tergugat, dengan harapan Tergugat
bisa mendengar nasihat dari orangtua, akan tetapi hal tersebutpun tidak
berhasil;

6. Bahwa akibat dari peristiwa tersebut diatas, rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan Penggugat
sudah tidak ada lagi ikatan batin (rasa cinta) dengan Tergugat sehingga
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untuk mencapai rumah tangga yang tentram, kekal dan bahagia sudah
tidak dapat dipertahankan lagi;

7. Bahwa oleh karena itu, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, sehingga keduanya tidak
dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri. Dengan demikian,
gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana
maksud ketentuan Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Penggugat mohon

b, Majelis Hakim yang

alasan yang sah menurut hukd

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyerahkan asli
surat gugatan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara
elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload
pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh
karena dalam persidangan Tergugat tidak datang menghadap persidangan,
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini
dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat maka permohonan Penggugat untuk
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beracara secara elektronik tidak bisa terlaksana di Pengadilan Agama Blitar

(Perma  Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA  Nomor
129/KMA/SK/VIII/2019). Dan telah  dibacakan  Penetapan  nomor
3280/Pdt.G/2020/PA.BL tanggal 04 Nopember 2020;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara
dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan

Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan

+apddal 20 Juli 2017,

,1);

a Penggugat
1. XXXOKXXXKXX XXX, umur 36 t afha Islam, pekerjaan

jAgama KUA
29 November
2020, yang telg

Mengurus Rumah Tan iag@bl T Xopfefxxx Kabupaten Blitar;

- Bahwa saksi kenal dengag.Re el rgugat karena saksi adalah
ibu Penggugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah
menikah pada tahun 2020;

- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat hidup rukun dengan Tergugat
bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat namun belum dikaruniai
- keturunan;

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun
dan harmonis, namun sejak Februari 2021 sudah tidak harmonis, karena
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sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak mau

memberikan nafkah batin kepada Penggugat, dan selain itu Tergugat
diketahui selingkuh dengan wanita lain,.;

- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut
Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1
tahun;

- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah

memberi nafkah kepada Penggugat;

kepada Penggugat i ‘7 jugat, akan tetapi tidak
berhasil dan sa ¢ 53360 7 . Penggugat dengan

Blitar; : ‘ _
Di bawah s Bl Baksi mEMDERKE, 7] dada pokoknya

dan harmonis, namun sejak Februari 2021 sudah tidak harmonis, karena
sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak mau
memberikan nafkah batin kepada Penggugat, dan selain itu Tergugat
diketahui selingkuh dengan wanita lain,.;

- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut
Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1

tahun;
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- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah
memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai teman telah berusaha untuk memberikan nasihat
kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak
berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan
Tergugat;

Bahwa untuk selanjutnya, Penggugat menyatakan sudah tidak lagi

mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang

pada pokoknya tetap pada dalil g ___.i’:i--'-iii--;'- 2 mohon putusan;

Kuasa Khusus, 4 ididaftarkan di
Kepaniteraan ' : " den nomor
2509/3399/Pdt.G/ \ 8 8 ; ; Ar 2603 jdh Kuasa Hukum

nomor
3399/Pdt.G/2023/PA.BL tanggal 12 Desember 2023, perkara yang diajukan
Penggugat secara elektronik maka sesuai dengan ketentuan pasal 20 perma
nomor 7 tahun 2022 harus diselesaikan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terlebih  dahulu, Majelis Hakim perlu
mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat
serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 06

Desember 2023 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah
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memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai
Gugat di Pengadilan Agama Blitar dengan memuat materi telaah yang menjadi
batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas
para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan
pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku
serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis
berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah
karena telah sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun
1971 tanggal 23 Januari 1971 |t S ENAY QOr 6 Tahun 1994 tanggal 14
Oktober 1994 dan ketent :

perkara a quo;
Menimbaf
perkawinan Pen
tidak terbantahka
huruf (a) Undang?
huruf (b) Peraturg
undang Nomor 7 &l
dengan Undang-undgh

Undang-undang No

berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Blitar, sesuai Pasal 73 Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan
kewenangan relatif Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa
Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49

Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak
berperkara dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali
dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo.
Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
8. NOmor 3 Tahun 2006 dan

-.-Illl"'.llltl.

sebagaimana diubah dengan :

kedua pihak ya
persidangan, mak

Menimba

s e pSla o G Jﬁéﬂjdcﬂ‘émwﬂ‘u‘wn-“uca

Artinya: Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW. telah bersabda: “barangsiapa

yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan,
sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang

yang dhalim dan gugurlah haknya”;
Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian
dalil yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat
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dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar
disebabkan:
- Penggugat diusir dari rumah tempat tinggal
- Orang tua Tergugat ikut memusuhi Penggugat
- Tergugat / suami tidak bisa melindungi Penggugat saat di minta pergi /
keluar oleh orang tua Tergugat tanpa alasan jelas dari rumah orang tua
Tergugat yang telah dibangun sebagiannya menggunakan dana / uang hasil
kerja keras Penggugat.
- Tergugat / suami tidak pggié enafkahi Penggugat sebagai

istri sahnya. ‘ : _
- Tergugat pernahdéngatdkarrSecara-mqbéilng ada Penggugat akan

- Penggugat

seakan - aka ya Penggugat
: Ny A . .

atas dasar igf P B LA satu bain sugra

Menimban@ rgugat, namun
karena perkara injg i f gunakan hukum
acara khusus sesugi jsindang Nomor 7
Nomor 3 Tahun
or 50 Tahun 2009,

Penggugat untuk

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat
telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) telah bermeterai cukup, yang berupa
fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim
menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor
10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan Surat edaran Dirjen Badan Peradilan
Agama Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 05 Januari 2021
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tentang penyesuaian bea materai di Lingkungan Peradilan Agama dan
Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;
Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta
otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak
dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan
mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;
Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang
saksi, bukan orang yang dilarang menjadi saksi dan yang telah memberikan

(1), 147, 170,
 Tahun 1989
i Nlomor 3 Tahun

171, 172 HIR jq
tentang Peradilafi/

sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa antara
Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah pada
tanggal 18 Oktober 2009 dan telah dikuatkan dengan bukti P.2 berupa Kutipan
Akta Nikah, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah
terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami

istri sah;
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Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan
dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum
sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah
pada tanggal 29 November 2020 namun belum dikaruniai - keturunan;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Februari 2021
sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
Tergugat tidak mau memberikan nafkah batin kepada Penggugat, dan
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Artinya: Dan diantara ah Dia menciptakan

untukmu istri-istri da aya kamu cenderung dan

merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih
dan sayang,

maupun dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya rumah

tangga yang tentram (sakinah), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih

sayang (mawaddah, warohmah) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;
Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah pisah tempat tinggal
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selama kurang lebih 1 tahun tanpa ada komunikasi, maka rumah tangga
Penggugat dan Tergugat telah retak yang sudah sangat sulit untuk didamaikan
lagi, rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak
dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah
tidak ada harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis Hakim maupun para
saksi telah berusaha untuk merukunkan juga tidak berhasil sehingga
perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua
belah pihak, oleh karena itu perkawinan mereka lebih masalahat diceraikan;

tuntunan dari
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Artinya: “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap
dirinya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka
dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim
dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun
tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in”;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah
terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan
dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan
Penggugat patut dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu

bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa pes@Fd 0"

Demikian, putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Blitar

berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Desember
2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh
kami Drs. H. Imam Asmu'i, S.H., M.H.. sebagai Hakim Ketua, Drs. Moh.
Jaenuri, S.H., M.H. dan Drs. H. Abu Syakur, M.H.., masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan
terbuka untuk umum disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi
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Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu
oleh Suyono, S.H.. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis
ttd

Drs. H. Imam Asmu'i, S.H., M.H..
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